
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pet1umbuhan penduduk di Indones ia yang pada saat ini berjumlah 

kurang lebih 220 juta jiwa merupakan suatu nega ra yang berpenduduk 

terpadat pada urutan ke lima di dunia. Sebagai nega ra ya ng tennasuk dalam 

kategori negara berkembang dengan jumlah penduduknya cukup pada 

tentunya mempunyai suatu permasalahan tersendiri bagi pemerintah 

Indonesia, khususnya menge nai penyediaan lahan pemukiman atau rumah 

tingga l, sedangkan penyediaan tanah untuk lokasi te rsebut sangat terbatas, 

terutama bagi masyarakat ya ng bennuk im di daerah perkotaan. pada saat ini 

lahan yang tersedia leb ih dorninan dikuasas i/dimili ki oleh orang-ora ng yang 

berpenghasi lan menengah ke atas maupun Badan-Badan Hukum Swasta yang 

bergerak di bidang in vestasi properti atau in vestasi lai nnya, sehingga bagi 

masyarakat yang membu tuhkan tanah untuk rumah tingga l atau untuk 

investas i sa lah satu cara perolehannya dapat di lakukan melalui jual be li. 

Sebagaimana diketahui ba hwa tanah mempunya i l'ungs i strateg is dala m 

permbangun an nasional maupun bagi kehidupan mamtsta. Se la in 

dipergunakan untuk pembanguann rumah tinggi, tanah dapat dipergun akan 

sebaga i investas i pri badi /perorangan maupun perusahaan-perusa haa n yang 

bergerak dibidang pembangun an perum ahan, dan juga dapat dipe rgunakan 

sebagai jaminan pinjaman uang di Bank. Mengingat pentingnya penggu naan 
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tanah bagi kehidupana manusia, maka perlu dhindari segala permasalahan 

yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Permasalahan yang sering terjadi 

pada umumnya mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah, terutama tanah-

tanah yang letaknya di daerah perkotaan, hal itu akibat cukup tingginya harga 

jual tanah, bahkan dilain pihak bukti perolehan tanahnya seringkali dilakukan 

dengan cara yang kurang terpuji . Sehingga mengakibatkan terjadinya 

sengketa kepemitikan tanah, dan biasanya cara penyelesaiannya dilakukan 

melalui jalur hukum di Pengadilan . 

Mengenai furi.gsi tanah yang dapat dipergunakan sebagai jaminan 

pinjaman di Bank, hal itu sering dilakukan di masyarakat akibat kebutuhan 

yang sangat kompleks, terutama untuk membiayai kebutuhan sehari-hari 

maupun untuk menopang modal usaha yang dij alankan. 

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pul a 

kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam 

meminjam. 1 

Dalam praktek, sa lah sa tu hal yang serin gka li di atur dalam perJ allJl an 

p1n_1 am memmJam adalah pemberi an benda jam inan oleh Debitur kepada 

Kred itur sebaga i Llpa ya perlindungan hukum bagi Kred itur untuk mendapat 

kepastian hukum atas pelunasan hutang Deb itur apab ila dikemudi an hari 

Deb itur me laukkan wanprestasi. 2 Jamin an merupakan faktor yang sanga t 

1 Subekti (a), Jaminan-jaminan Un tuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indones ia, Cet. 
Ke-5, (.laka1ia: PT. Cita Aditya Bhakti , 199 1), him . 3. 

2 Perjanjian pi nj am uan g atau pe1janj ian kredet sifatnya konsensua l, obligatoir (pa cta de 
conrahendo). Di dalam pe rjanji an pinjam u ~mg ata u pe1janj ian kredit clicantumka n syarat (becli ng) 
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penting bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh 

debitur. 3 

Jaminan yang umumnya dikehendaki dalam praktek perbankan adalah 

yang berbentuk jaminan kebendaan berupa tanah, hal ini karena pertimbangan 

dari nilai benda jaminan. 4 Tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan atas 

tanah dijmninkan dengan suatu lembaga hipotik. 

Pengertian hipotik dirumuskan dalam pasal 1162 KUHPerdata, yaitu 

"hipotik adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk 

mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan dari perikatan". 5 Namun 

dengan lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

(UUHT) menggantikan hipotik sebagai lembaga jaminan atas tanah dan 

benda-benda yang berkaitan atas tanah. 

Penget1ian hak tanggun gan dalam Pasa l I angka I Undang-Undang No . 

4 Tahun 1996 (UUHT), ada lah: 

"Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebaga imana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasa r 
Pokok-Pokok Agraria (U UPA), beri kut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan den gan tanah itu , untuk pelunasan 
hutang tertentu yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhad ap kreditur-kreditur lainnya". 

batma debitur akan menjamin pi njamannya (kredit;1 ya ). Janji ini tidak berdir i sendir i, aka n retapi 
merupakan bag ian da1·i pinj am uang atau perj anj ia n krcdit , ya ng sifiltnya acessoir Mari yam Da rus 
Badru lzaman , PerjarJian Kredit Bank, Beberapa Masa/ah Hukum Do/am Perjanjian Kredir Bank 
dengon Jaminan Hipotheek serra Hambalan-hambalannya do /am Praktek di lv!edan, Cet. Ke-5, 
Ba ndu ng: Cita Aditya Ba: ti, 199 1, hi m. 138- t 39. 

' Ignat iu s Ridwan Wi dyadh arma, J-lukum Sek ilar Pe1janjian Kredil, Sernara ng: Badan 
Penerb it Uni ve rsitas Di po nego ro, 1997, hi m. 33 

4 Subekti , Op. Cit, him. IS 
5 Subekti , Pokok-pokok J-lukum Pcrdata, Cet. J<.e .J I, Jaka rta: lnte rmasa, 2003, hi m. 83 
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Hak tanggungan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan bukanlah 

dibangun dari suatu yang bclum ada. Hak tanggunngan dengan 

mengambilalih atau mengacu pada asas-asas dan ketentuan pokok dari hipotik 

yang diatur oleh KUHPerdata, karena banyak asas-asas dan ketentuan pokok 

dari hipotik yang diambil alih atau ditiru dari hipotik, namun ada pula asas-

asas dan ketentuan pokok dari hak tanggungan yang baru yang tidak terdapat 

dan diatur dalam' hipotik. 6 

Terkait mengenai tanah yang mempunyai fungsi strategis bagi 

kehidupan manusia, salah satu cara perolehannya dilakukan melalui jual beli 

dari orang perorang maupun pihak lain sebagai penjual. 

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata adalah suatu peqanJi an 

dengan mana pihak yang satu rnengikat dir inya untuk menyerahkan hak 

·, 
mili knya atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah 

ditentukan. Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud pe rj anj ian jual 

beli adalah suatu pe1janj ian dimana pihak yang satu menyanggupi akan 

menyerahkan hak milik atas barang, sedang yang lainnya menya nggupi akan 

membayar sejumlah uang sebaga i harganya. 

Pada urnumnya suatu perjanj ian sudah sah dalam arti mengikat jika 

sudah te1jad i kesepakatan mengenai hal-h al yang pokok dari perjanji an itu .7 

Asas konsensuali sme lazimnya dapat di sim pul kan da ri Pasa l 1320 

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk 

6 Sutan Remy Sj ahdeni, Hak Tanggungan, asas-asas, ketemuan-ketentuan pokok, dan 
masalah yang dihadap i oleh Perbankan (watu kajian menp,enai undang-undang hak tangg ungan), 
Bandung: PT. A lumni , 1999. 

7 R. Subekt i, Aneka Pe1janjian, Cet Ke-10, Bandung: PT. C itra Ad itya Bak t i. 1995 , h!m . .3 
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membuat suatu perJanJtan, mengena1 suatu hal tertentu , dan karena suatu 

sebab yang halal. 

Asas konsensual mempunyai arti yang penting, yaitu untuk melahirkan 

: ' :r' 
'\;\...}·A t,,, 

I I .~"' . 
v' 

perj anjian yang cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang 

pokok dari perjanjian tersebut dan perj anjian itu sudah dilahirkan pada detik 

dicapainya konsensus . 

J ual beli menurut Pasal 1459 KUHPerdata disebut sebagai suatu hak 

milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama 

penyerahannya beltim dilakukan. Pemindahan hak milik atas barang tersebut 

bersifat obligatoir, artinya melalui suatu perbuatan hukum yang namakan atau 

disebut sebagai penyerahan (levering) secara yuridi s.8 

Terkait dengan pe1janjian jual beli , bahwa segala sesuatu yang 

mengemu tanah . sejak berl akunya Undmig-Undang Pokok Agraria semua 

ketentuan yang tennuat dalam buku fi BW dicabut. Selanjutnya peraturan 

pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1960 di atur didalam Peraturan Pemerintah No . 

10 Tahun 196 1 tent ~mg Pendaftaran Tanah, dalam Pasa l 19 menentukan 

balnva jual be li tanah harus dibukt ikan dengan suatu akta yang dibuat oleh 

dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T). Sedangkan rnenurut 

maks ud peraturan tersebut bahwa hak milik atas tanab _juga berpinclah pacla 

saa t dibuarnya akta dimuka pejabat tersebut. 

Dalam hal bukti kepernilikan hak atas tanah, Undang-Undang Pokok 

Agraria memberikan jaminan kepastian hukum sebagai alat pembuktian yang 

• 
8 Subekt1 , Op. Cir , him. 79 
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kuat sebagaimana yang diatur dalam UUP A. Dalam Pasal 19 ayat ( 1) dan ayat 

(2) UUPA dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) UUPA 

adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahuh 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

yang selama ini menj 'adi dasar hukum pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan 

. t.! , i . . 
khususnya pendafuiran tanah di Indonesia. 

Pendaftarari tanah menjadi pen~ing, tidak hanya bagi pemegang hak 

tetapi juga bagi pemerintah. Pendaftaran tanah memungkinkan bagi para 

pemegang hak at~s' tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah 

' yang dikuasa inya dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon 

pembel i dan ca lon kreditur, serta untuk memperoleh keterangan yang 

diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan 

dil akukan, dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebij aksanaan 

pertanahan. 

Ketentuan peiaksanaan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP. No. 10 

tahun 1961 da lam pelaksanaannya mas ih kurang sempurna. Oleh sebab itu 

untuk. lebih menir1 gka tkan dal am rangka memberikan Jamman k.epastian 

h Cll~um perl u dilak.ukan revisi. Maka sebagai pengganti PP. No. 10 Tahun 

196, Pemerin tah mengeluarkan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafta ran 

Tanah. Dengan diberlak.ukann ya PP. No. 24 Tahun 1997 tersebut diharapkan 
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dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada 

pembangunan nasional. 

Mengenai pelaksanaan perolehan tanah melalui jual beli sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa jual beli 

tanah harus dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat dihadapan PPAT. 

Dengan dibuatnya akta tersebut maka hak milik atas tanah akan berpindah 

pada saat itu juga. Berbeda dengan jual beli yang diatur dalam Pasal 1459 

KUHPerdata, meskipun jual beli sudah terjadi namun hak atas tanah tersebut 

belum berpindah dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan 

secara yuridis. Sedangkan untuk peralihan hak atas tanah tersebut setel ah 

dibuat akta jual beli oleh PPA T kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan 

setempat sesuai ketentuan Pasal 3 7 ayat 1 PP No . 24 Tahun 1997, ya itu: 

"Peral ihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual b~ li , tukar menukar, hi bah, pemasukan da lam perusahaan 
dan perbuatar1 hukum pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat 
didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku" . 

Dalam pembuatan akta yang dibuat oleh PPA T, diatur mengena1 

ke had iran para pi hak dan para saks i. Selain itu mengatur mengenai bentuk, 

isi, dan cara pembukti an akta, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (I) dan 

ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: 

"Ayat (1) pembuatan ak ta sebagaimana dimaksud Pasa l 37 ayat ( 1) 
dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang 
bersangkutan dan di saksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi 
yang memenuhi syara t untu k sebagai saks i da lam perbuatan hukum 
ini''. 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP AT) sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya dapat melakukan penolakan pembuatan akta. Penolakan 

biasaya dise1iai dengan alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PP 

No. 24 Tahun 1997 seperti jika r.1engenai bidang tanah yang sudah terdaftar 

atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan 

sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak 

sesuai dengan daftir-daftar yang ada di kantor pertanahan, atau mengenai 

bidang tanah yang'belum terdaftar dan lainnya. 

Dengan demikian, setiap pembuatan akta yang dibuat oleh PPA T, 

sebagaimana tercai1tum dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 

1997 merupakan akta otentik. Disebut akta otentik karena ia dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat ·yang berwenang. Akta otentik sebagaimana di sebutkan 

dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan bukti yang sempurna bagi para 

pihak tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otent ik berlaku bagi para 

pihak, ah li waris, dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka. 

Dalam Pasal 39 ayat ( 1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah dengan 

rinci dijelaskan mengenai penolakan untuk membuat akta. Dengan demikian 

bila ketentuan tersebut dilanggar, maka hal tersebut bi sa dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 

1365 KUHPerdata. 

Pasal 1365 KUHPerdata tidak merumuskan menge na1 pengertian 

perbuatan melawan hukum secara lebih detail , melainkan hanya mengatur 

bila seseorang yang mengalami keru gian karena perbuatan melawan hukum , 
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yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan 

ganti kerugian pada Pengadilan Negeri .9 

Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu 

perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertuli s, yaitu perbuatan yang 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak 

subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan melanggar kaidah yang tidak 

tertulis. 10 

Dalam skripsi lni penulis akan membahasa materi putusan Pengadilan 

Negeri Tangerang dimana sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2004 

Penggugat bertemu' dengan Suandi yang sudah dikenal Penggugat sendiri dan 

pada saat itu Penggugat mengeluh masalah kekurangan modal usaha yang 

dibutuhkan Penggugat kepada Suandi , atas keluhan Penggugat tersebut 

Suandi mengatakan ada punya tern an yang bernama H. Acim Napsin Moch 

yang bisa mengusahakan pinj aman dengan jaminan sertifikat. 

Kemudi an Suandi mengenalkan Penggugat kepada H. Ac im Napsin 

Moch dan pada saat itu terj adi kesepaka ta r~ antara Pengguga t dengan H. Acim 

Napsin Moch untuk mengenalkan Penggugat kepada Tergugat L 

Selanjutnya atas peranta raan H. Ac im Napsin tvfoch , Penggugat bertemu 

dengan Tergugat 1 dan pada saat itu ada kesepakatan antara Terguga t f denga n 

Penggugat , bahwa Tergugat I sanggup memberi pinj aman uang kepada 

9 M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan /11elawan Hukum, Tanggung Gugat 
(aansprake/ikeheid) untuk kerugian yang disebabkan karena adanya perbuatan me/mran lwkum, 
Jakarta: Padnya Paramita, 1979 , him. 17 

10 Rosa Agustina, Perbua/an AfelaH•an Hukum, Jakarta: PT . Alu mni , 2003, him. S 
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Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dan Penggugat 

sanggup memberi jaminan sertifikat kepada Tergugat I. 

_,. ~ Sebagai realisasi kesepakatan tersebut Tergugat I menyerahkan uang 

sebesar Rp.15.000 .000,- sebagai panjar dan Penggugat menyerahkan 

Sertifikat Tanah Hak Milik Penggugat No. 245 1 yang terletak di Kp. 

Sekarwangi RT. 03/07, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari , Kota 

Tangerang kepada Tergugat I dan sewaktu penyerahan sertifikat tersebut 

Penggugat mengusulkan kepada Tergugat I untuk dibuat perjanjian ter tuli s 

namun Tergugat I mengatakan "nanti aja setelah uang sisanya sebesar Rp. 

85 .000.000,- lagi cti'serahkan kepada Penggugat. 

Setelah sisa pinjaman di serahkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar 

Rp. 85 .000.000,- maka pada tangga 1 22 Juli 2004 dibuatlah perjanjian antara 

Penggugat dengan Tergugat I. 

Dalam pasal perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat diatL:r 

antara lain j angka waktu pinjaman selama 1 tahun (Pasal IV dari per janj ian ) 

dapat diperpan jang maupun diakhiri sesua! kesepakatan Penggugat dan 

Tergugat I, dan Penggugat berkewaj iban membayar bunga setiap bulan sesuai 

dengan bunga bank (Pasa ITII dari perjanjian ) sedangkan Terguga t I 

berkev.rajiban mengamankan Su rat Sertifikat Hak Mi li k No mor 2451, Sural 

Ukur Nomor 1468/1998 seluas ± 1000 m2 atas nama Lie Kian Yok (Penggugat 

) yan g terl etak di Kp. Sekarwangi RT. 03 /07, Kelurahan Neglasar i , 

Kecamatan Neglasari , Kota Tangerang (Pasal VI hurufb). 
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Sekitar akhir tahun 2004 Penggugat berniat untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi oleh karena 

:S.T?PTnya tidak diserahkan oleh pihak Kelurahan kepada Penggugat maka 

Penggugat mengecek ke Kantor Kelurahan dan setelah dicek ternyata PBB 

atas nama Penggugat tidak ada, lalu Penggugat menanyakan langsung ke 

Kantor PBB dan ternyata setelah dicek di Kantor PBB SPPT atas nama 

Penggugat sudah b'erl:tlih ke atas nama Tergugat I. 

Kemudian Perlggugat mengecek perubahan nama tersebut ke Kantor 

Badan Pertahanan Nasiona 1 Kota Tangerang (Tergugat IV), dan temyata 

kepeMilik an Peiiggugat atas tanah dengan Nomor Sertifikat 2451 atas nama 

Lie Kian Yok (Penggugat) sudah beralih nama menjadi atas nama Suyono 

Sa lim (Tergugat f) yang didasarkan pada Ak ta Jual Beli tanggal 28 Juni 2004 

dengan No . 46/2004' yang dibuat I diterbitkan oleh Tergugat rii sebagai PPA T. 

Atas kejad,!ari ' tersebut Penggugat melaporkan Terguga t Ike Kepoli sian 

Resort Tangerang dan dalam pemeriksaan di Polres Tangerang terungkap 

bahwa Tergugat I telah memalsukan data-data atau dokumen Penggugat 

sehingga dengan dasar pemalsuan tersebut Tergugat r telah membuat jual beli 

tanah milik Penggugat tersebut ke atas nama Tergugat sendiri. 

Atas dasar hal tersebut permasalahan tersebut penuli san da lam skripsi 

ini be1judul "Pera/i/1([11 Hak Alas Tana!t Berdasarkan Akta Jual B eli Yang 

Cacat Hukum Sebagai Perbuatan Melmvan Hukum (Analisis Kasus 

Putusan No. 2791 K/Pdt/2009) . 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

I. ldentifikasi Masa lah 

Dari latar belakang di atas nampak bahwa banyak masalah yang 
~ \ 

me!ingkupi persoa lan peralihan hak atas tana h dim ana dalam akta j ual 

tersebut mengandung cacat hukum . Salah satunya adalah masalah 

kedudukan akta sebaga i bentuk adanya kesepakatan jual beli dan mengenai 

penilaian terhadap adan ya perbuatan melawan hukum dalam suatu akta 

serta masalah pembuktian mengenai ada tidaknya perbuatan melawan 

hukum. 

2. Rumusar. Masalah 

Atas dasar hal tersebut, maka penuli s merumuskan penelitian skripsi 

sebagai berikut : 

a. Baga imana dasar-dasar pe rtimbangan hak im da lam memutuskan 

sengketa hak mili k tanah yang mengandung unsur perbuatan melawan 

h ukum ? 

b. Ana li sis hukum terhadap dasar-dasa1· pert imbanga n pu tusan hakim dalam 

memutuskan sengketa tentang pera li han hak atas tanah dalam Putusan No. 

279 1 K/Pdt/2009? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I . Tuj uan Pen eli ti an 

Adap un tujuan penelitian dalam skri psi ini , yaitu: 

a. Untuk mengeta hui dasar-dasa1· pertimbangan putusan hakim daiam 

sengketa hak mil ik tanah dalam putusan Putu san No . 279 1 K/Pdt/2009 
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b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah 

terh adap jual beli tanah kepada pihak la in berdasa rkan ak ta jual beli 

yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum 
.... I. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian skripsi ini , ya itu: 

a. Manfaat teorities, penelitian ini diharapkan dapat menambah 1 

khazanah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

khususnya terh adap ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan 

substansi hukum perdata khusu snya hukum masa lah pertanahan. 

b. Manfaat prakti s, penelitian ini diharapkan dapat memberi kan mas ukan 

kepada pembentuk undang-undang, khususnya pemerintah , sekaligus 

dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum , terutama 

hakim, serta ka langan akadem isi akan pent ingnya penila ian seca ra 

lebi h komprehensif mengena i pembuktian da lam sengketa hak milik 

tanah. 

D. Kerangka Teoritis, Konsepsional, dan Pemikiran 

I . Kerangka Teoritis 

Peralih an hak atas tanah , ya ng dil ak ukan dengan cara jual beli, 

tukar menukar, hi bah, da n perbuatan huku m pemindahan hak lainnya, 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta ya ng dibuat oleh 

PPA T yang berwenang. Dengan dem i kian be rarti seti ap pera l ihan hak 

milik atas tanah, yang dilakuka n dala m bentuk jual be li , tukar menukar 

atau hibah harus d ibuat di hadapan PPA T. Jual beli, tukar menukar atau 

J 

' ' 
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hibah ini dal am konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum 

ya ng bersifat terang dan tunai. Denga n terang dimaksudkan bahwa 

perbuatan hukum tersebut haru s dibuat di hadapan pejabat yang 
-,4 \. 

berwenang ya ng menya ksika n dil aksanakan ata u dibuatnya perbuatan 

hukum tersebut. Sedangkan dengan tunai di artikan bah wa dengan 

selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berart i pula se lesa inya 

tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. ln i 

berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali , kecuali 

terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hak milik) 

ya ng di al ihkan tersebut, atau cacat mengenai kecakapan dan kewenangan 

bertindak atas bidang tanah tersebut. 

Dengan demikian bera11i , agar peralihan hak atas tanah, dan 

khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat te rse lengga ra secara benar, 

maka seorang PPAT ya ng akan membuat peralihan hak atas tanah harus 

memast ikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan 

mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka ya ng akan 

mengalihkan dan menerima penga!ihan hak atas tanah tersebut. 

Seh ubun gan dengan obyek hak atas tanah ya ng dipindahkan PPAT harus 

memeri ksa kebenaran dari dokumen-dokumen: 

a. mengenai bidang tanah ya ng sudah terd aftar ata u hak mili k atas 

satuan rumah susun , sert ifikat asli hak yang bersangkutan . Dal am ha l 

se rifika t tidak di se rahkan ata u se rtifi kat ya ng d ise rahka n tidak sesuai 

dengan dafta r-dafta r ya ng ada di Kantor Pertanahan; atau 
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surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang 

belum dikonversi atau surat keterangan Kepala Desai Kelurahan 

yang 11lf\1yatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang 

tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan 

tanahnya tersebut; dan 

surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau 

untuk tanah yang terl etak eli daerah yang j auh dari kedudukan 

Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan 

dengan dikuatkan oleh Kepa la Desai Kelurahan; dan dalam hal 

surat tersebut tidak dapat di serahkan maka PPA T wajib menolak 

membuat akta pemi ndahan hak atas tanah tersebut termas uk hak 

milik atas tanah yang akan di alihkan tersebut. 

Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah. Peralihan atau 

pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan 

dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak 

11enunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang di sengaja dilakukan 

oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada 

orang lain. Dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut 

di ketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perJan.J ian 

peralihan hak atas tanah. 

Peralihan hak atas., Juanda, Fakultas Hukum 2011



# 

16 

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat 

disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain : 

a. Jual beli ...,. 1. 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Pemasukan dalam perusahaan 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pem berian hak gun a bangunan 

g. Pemberian hak tanggungan 

h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan 

Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak 

terlebih dahulu melakukan perjanj ian atau kesepakatan mengenai bidang 

tanah yang akan dialihkan haknya tersebut. Tetapi jika cliteliti Jebih 

lanjut, maka jual beli yang cli lakukan menurut Hukum Adat bukanlah 

suatu "pe1janjian" sebagai mana yang dimaksucl dalam rumusan 

KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan 

untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjua l kepacl a 

pembeli , dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya 

kepada pembe!i. Jadi antara pembayaran harga dan pen yerahan haknya 

dilakukan secara bersamaan, dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang 

bersangkutan te lah berpindah. Berbeda haln ya dengan sistem Hukum 

Barat, dimana hak milik atas tanahnya tidak dapat langsun g berpindah 

kepada sipembel i se lama penyerahan yuridi snya be lum dil akukan. karena 
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antara perjanjian jual beli dengan penyerahan yuridisnya (balik nama) 

dipisahkan secara tegas, jadi misalnya suatu penyetoran sejumlah uang 

dibank untuk sipenjual !?_.e~um berarti tanah yang dijual itu otomatis 

menj adi milik sipembeli. Tetapi sipembeli masih harus melakukan suatu 

perbuatan hukum lagi yaitu balik nama untuk dikukuhkan sebagai 

pemilik tanah yang baru. 

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, 

yaitu mengenai subyek dan obyek jual beli tanah. Mengenai subyek jual 

beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. 

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah caJon penjual haru s berhak 

menjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu mil ik 

perorangan atau keluarga. Sedangkan mengenai obyek jual beli tanah 

adalah hak atas tanah yang akan dijual. Didalam jual beli tanah, tujuan 

membt li hak atas tanah adalah supaya dapat seca~·a sah menguasai dan 

mempergunaka:1 tanah , tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukan 

tanahnya tetapi hak atas tanahnya. Dalam sub yek jual be !i tanah, ada 4 
p;-.1 ~~ ::&) 

syarat mengenai sahn ya suatu pej anj ian jual bel i hak atas tanah, ya i tu: r·Lv . 

a. syarat sepakat yang mengikat dirinya. Dalam syarat ini berarti kedua 

pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanj ian j ual 

bel i yang mutlak dibuatkan sustu perjanj ian tertu li s berupa akta yang 

harus dibuat dan dihadapan Pejabat khusus ya itu PPA T. 

b. Memiliki kecakapan huk um. Untuk mengadakan suatu petJ 311.Jtan 

perbuatan hukum da lam hal rnr perjanji an jua l be li hak atas tanah, 
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maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat 

dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada di bawah 

pengampuan. ...- \. 

c. Mengenai hal tertentu . Apa yang diperj anji kan harus dicantumkan 

dengan jelas dalam akta jual beli , baik itu mengenai luas tanah, 

letaknya, sertipikat, hak yang melekat demi mengelakkan kemulut 

hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulan 

dengan jelas. 

d. Adanya suatu sebab yang halal. Didalam pengadaan suatu perjanj ian, 

isi dan tujuan dalam perj anji an itu harus jelas dan berdasarkan atas 

keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perJanJ ran. 

Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemil ik 

yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib 

mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang 

sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PP AT. 

Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

menyebutkan : 

"Bahwa perali han hak atas tanah dan hak mil ik atas satuan rumah 

melalui j ual beli , tukar menukar, hi bah, pemasukan dalam perusahaan, dan 

perbuatan hu kum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) han ya da pat 

didaftarkan j ika dibu kti kan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

benvenang menurut perundang-undangan yang berl aku". 
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Pemindahan Hak dan Penolakan Pendaftaran peralihan Hak 

Didalam peralihan pemindahan hak adanya pemindahan hak dan 

penolakan pendaftaran peralihan hak, ~\tu : 

1. Pemindahan Hak 

a. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli , tukar menukar, hibah, pemasukan dalm 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 

kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, 

jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPA T yang 

berwenang tnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

b. Dalam keadaan tertentu sebaga imana yang ditentukan ol eh 

Menteri , Kepala Kantor pertanahan dapat mendaftarkan 

pemindahan hak atas bidang tanah hak milik , yang diantara 

perorangan \Va rga negara Indonesia yang dibukti kan dengan akta 

yang dibuat oleh PPA T, tetapi yang menurut Kepala Kanto r 

Pertanahan tersebut kadar kebenarannya di anggap cukup un tuk 

mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. (Peratu ra n 

Pemerintah No mor 24 Tahun 1997 Pasal 37) 

2. Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak. 

Dalam Pasa l 45 Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 1997 , 

diadakan ketentuan yang mevvaj i bkan Kepala Kantor Pertanahan 
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menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang 

dimohon. 

Penolakan itu harus dilakukan seCP...!i;1 tertulis , yang di sampaikan 

kepada yang berkepentingan , dengan menyebut alasan-alasann ya, di sertai 

pengembalian berkas permohonannya, dengan tembusan kepada PPA T 

atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Kepala Kantor 

Pe1tanahan wajib menolak melakukan pendaftaran peralihan atau 

pembebanan hak, j ika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi : 

a. se1iifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai 

lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ; 

b. perbuatan hukum sebaga imana dim aksud da lam Pasal 3 7 ayat (1) tidak 

dibuktikan den ga n akta PPAT atau kut ipan ri sa lah lelang sebaga imana 

dimaksud dalam Pasa l 41, kecua li dal am keadaa n tertentu sebaga imana 

dim aksud dalam Pasa l 37 aya t (2); 

c. dokum en ya ng diperlukan untuk penclaftaran peralihan ata u pembebanan 

hRk ya ng bersa ngkutan ti dak lengkap; 

d. ti da k dipenuh i sya rat lain yang ditentukan da lam peraturan perundan g 

undanga n ya ng bersangkutan; 

e. tana h ya ng bersangkutan merupakan obyek sengketa eli Pengacli lan; 

f pe rbuatRn hukum yang di bukt ika n den gan aktR PPAT batal atau dibatalkan 

oleh putusa n Pengadilan yR ng telah rn emperoleh keku atan hukum tetap; 

a ta u 

g. pe rbuRtan hu kum sebaga i mana d i maks ud cia IRm Pas a I 3 7 ayat ( I) 

dibata lka n oleh pa ra pihak sebelum d id aftar oleh Kantor Pertanahan. 
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2. Kerangka Konsepsional 

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini , ada beberapa 

konsep yang perlu dijelaskan agar . tidak ~~.;:nimbulkan perbedaan 

pemahaman. Konsep-konsep tersebut diantaranya: 

a. Petjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. 

b. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan pihak yan gsatu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suat kebendaan dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. 

c. Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebaga i alat bukti yang kuat mengenai data fi sik dan data yuridi s yang 

terrnuat didalamnya, sepnjang data fi sik dan data yuridis tersebut 

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan. 

d. Peralihan hak atas tanah adalah pemindahan hak atas tanah dan hak 

milik satuan rumah susun melalu i jual beli, tukar menukar, hibah , 

pemasukan dalam perusahan dan perbuatan hukum pemindahan hak 

lai nn ya , kecuali pemindahan hak mela lui lelang hanya c!apa t 

didaflarkan jika dibukt ikan c!e ngankata yang dibuat oleh PPAT ya ng 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

ber laku. 
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e. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak 

(subyekti f) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang 

bertentangan dengan kewajiban menurut U r:...ri:mg-undang atau 

bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tetiulis yang 

seharusnya dij alankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan 

sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar 

menurut hukum. 

3. Kerangka Pemikiran 

Perj anjian 

I l 
Perj anji an Jual Beli Pe~·ali han Hak Atas Tanah 

Perbuatan Mel avvan H uku m 

I 
Kasus da lam Putusan Pengadil an 

Ana l isis kasus 
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E. Metode Penelitian 

Menurut Soetjono Soekanto, berdasarkan sudut tujuan .~~.melitian ilmu 

hukum, terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian normatif dan 

penelitian hukum sosiologis atau empiris. 11 Penulisan skripsi ini merupakan 

penelitian hukum normatif, karena cara analisis dan pengumpulan data dalam 

penuli san ini bersumber dari dokumen atau bahan kepustakaan.12 Metode 

penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri atas sistematika sebagai berikut: 

1. J en is dan Sifat Peneli tian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) yang 

berbasis hukum normatif yang terdapat di dalam peraturan perundang­

undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya. 

Penelitian ini bersifat eksplanatori s yang berupaya menggambarkan 

permasa lahan dilihat dari segi kaidah-kaidah hukum, norma-norma 

hukurn , asas-asas dan hukum, teori-teori hukum dikaitkan dengan 

pengal ihan hak at as tanah melalui proses j ual beli yang rnengandung 

perbuatan rnelawan hukum. 

2. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam peneliti an ini ada!ah 

metode pendeka tan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artinya 

dalam menguraikan dan menganali sis suatu masal ah atau kas us melihat 

11 Soerjono Soekanto, Penga!7/ar Penelif ian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Ul Press, 1986, him. 
5 I. 

12 Bambang Wa luyo, Penelitian f-lukum dalam Praklek, Jaka rta : Si nar Grafika, 2002, hlrn. 
13. 
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dan peraturan perundangan-perundangan dikaitkan dengan kasus yang 

concern dalam penelitian ini . Dalam istilah lain pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, artinya ·pt aelitian 

ini dilihat dari sisi normatif atau peraturan perundang-undangan yang 

mengatur masalah pengalihan hak atas tanah melalui proses jual beli . 

3. Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder 13
. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini, yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 

Beserta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Undang-undang No . 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, 

Peraturan Pemerintah tentang Pend aftaran Tanah, PP No . 24, Tahun 1997. 

Sedan gkan bahan hukum sek under terdiri dari buku-buku, kamus huku m, 

.i '-trnal, makalah, internet, dan sumber-sumber data lain yang relevan yang 

pene I i tian. 

4. Teknik Pengolal1 an dan Analis is Bahan Hukum 

Data bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikas i, dan 

disajikan secara sistema tis da lam bentuk uraian deskripti f yang selanjutnya 

dijadikan sebagai bahan hukum pr imer/sekunder. 

Bahan hukum yang diperoleh se lanj utn ya dipilah-pilah untuk 

mendapat gambaran mengenai ka id ah-ka idah hukum yang mengatur 

11 Ronn y Hani tijo menggolo ngkan data sekunder di bidang hukum dilihat dari sudut 
kekuatan mengikatnya) menjadi bahan huk um pr ime r, bahan hukum sekunde r, dan bahan hukum 
ters ier . Lihat Ronny Hanit ijo Soemitro. Merodo!ogi Penelir ian Hukum dan Ju rimetri Jakarta: 
Gha lia Indonesia, 1994 , him. 11 - 12. 
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tentang tanggung jawab direksi jika perseroan mengalami pailit. Bahan 

hukum selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, 

yakni dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang ada £-.~.-J~a 

fakta-fakta hukum yang terjadi. Hal ini telah sesuai dengan metode 

pengolahan dan analisis data dengan pendekatan kualitatif. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar-dasar pemikiran atau 

urgensitas dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang 

masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian 

Bab l1 Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengena1 teori-teori yang 

mendukung atau berhubungan dengan masalah yang c!i bahas , ya itu: 

pengertian perJ311Jian , asas-asas perJ anJ ian, syara! sahn ya 

perJ 311Jian , macam-macam perj anjian, perjanji an jual beli, tanab 

sebaga i obyek jual beli , peralihan hak atas tanah, perbuatan 

melawan hukum, dan un sur-unsur dalam perbuatan melawan 

hukum. 

Bab lll Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
;( 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelit ian dengan menj elaska n 

kasus pemeriksaan perkara perdata yang beri si kasus posisi dan 
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Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2791 

K/Pdt/2009. 

Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian 

Di Babi ni akan diuraikan tentang akta jual beli yang dibuat 

dihadapan pej abat yang berwenang dapat dinyatakan perbuatan 

melawan hukum, perlindungan hukum bagi subyek hak atas tanah 

terhadap peralihan hak atas tanah kepada pihak lain berdasarkan 

akta jual beli yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum 

Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran-saran 

Daftar Pustaka 

Dafiar Riwayat Hidup 

Lampi ran 
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